PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR [“UTAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR IKALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Dearah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana
dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
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Mengingat

10.

11.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, | |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomior 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencapaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan teralkhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Re focussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 {Covid-19});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara EBEvaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jeongks
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keunngan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor '_050-3_’?{)8 “Tahun S
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukighiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daeral; -

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan = Rencana  Pembangunan  Daerah - dan = -

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran  Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);

Peraturan Dael ah Nomor 3 Tahun 2016 *i:efntang Remana _
?emba‘ﬂwunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Kalimantan Barat Tabun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimnntan Barat Tahun 2016 Nomor 3);

Peratirern  Daerah  Nomor 8 Tahun - 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daérah Provinsi =
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmam:an' R
Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran' Daerah =

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6} . sebagaimana “felah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan - Kedu& atas -

Peraturan Daersh Nomor 8 Tahun - 2016 'é«efl'ztang'"

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daer ah' Provins . S
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan S
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaz‘ar} Daerah N

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); _
Peraturan D;aerah Nomor 2 Tahun 2019 ’tentang ‘Renicana

Pembangunan  Jangka  Menengah - Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023  (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019  Nomor = 2

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka -
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2018- -
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat ’I‘ahun-' S
2021 Nomor 1, Tambahan Lembar an Daerah Pz omnm ”

Kalimantan Barat Nomor 1); _
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahuz'; 2019 ten‘tang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantar Barat Tahun =
2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun =~
2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan =~
Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas.
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun ‘2019 - ten’iang- SN
Penetapan Rencana  Str ategl% Per. angka“i: Daerah = di o

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barvat Tahun

2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan- Barat Tahun B

2021 Nomor 34);

BERDA




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018-2023.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 Nomor 16} sebagaimewna telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15
Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Dearah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai
berile ut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1} Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi arah
kebijakan Perangkat Daerah dan kewenangan, program dan kegiatan
permitbangunan disertai kérangka pendanaan dalam rangka pelai«:sama;m
urusan pemerintahan wa jib, dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah vang bersifat mdilkatif,

(2) Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pemban,sunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atag |
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman peréncanﬂan untuk masa 5 (lima) tahun. _

(4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {2) digunak an
oleh Perangkat Daerah sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan
RKPD. |

(6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4} memuat program, kegiatan,
lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disertai

indikator kinerja pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah/jp
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6) Sitcmtica Remira Peranghat Darah Tahun 2016.2029 sobagaimana
dimaksud pada ayat (2} terdiri dari: S e :

a Babi Pendahuluaﬁ;

=

Bab I Gambaran Pelayanan Perah'g}{'at Daerah; 3 S
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis; .
Bab IV Tujuan dan Sasaran;

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan:

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendaﬁaaﬂ

e ™ % a0

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan
h. Bab VIII Penutup. : ' :

(7} Isi beserta uraian Renstra Per angkat Daerah- Perubahan sebagannana _ :1_ RO e

dimaksud pada ayat (2} dilakukan penvesmman ‘dan perubahan sehmgga'f

menjadi sebagaimana ter canium dalam Lamplran yang 1'1181 upalgm bagxan--

tidak terpisahkean dari Peratu;“an Gubernur ini,

Pasal I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkain.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan "peng’tmda}}gaﬁ_-'I;_Pieré_f;_ﬁu:i"_éiﬁ.if S

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita' Daerah Provinsi Kalimantat - o

Barat.

Dltetapkan e:h Ponmanai& T
- pada ‘i:ang al kY 2021

/ﬁGUBERNUR K ALIMANTAN BARAT ﬁ:_

Diundangkan di Pontianak _
pada tanggal o €_:_.f' [ 2021

SEERETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A 1. LEYSANDRI

BERITA DAERAF PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR (00 |




